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ORA ET LABORA 
“Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human 
masters” (Colossians 3:23) 






This study aims to find out the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 
Nonprofit Organizations. This research was conducted on one of the largest churches in Kupang 
City, East Nusa Tenggara (NTT), the East Timorese Evangelical Church in East Timor (GMIT) 
Pniel Oebobo with focus of research on GCG implementation of 2017. This research used a 
descriptive qualitative approach with data collection techniques interview, documentation and 
observation. The results of this study show that the implementation of GCG of GMIT Pniel Oebobo 
seen from the principle of transparency, accountability, responsibility, independency and fairness, 
is good. 







 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Good Corporate Governance 
(GCG) pada Organisasi Nirlaba. Penelitian ini dilakukan pada salah satu gereja terbesar di Kota 
Kupang-Nusa Tenggara Timur(NTT), yaitu Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Pniel 
Oebobo dengan fokus penelitian pada implementasi GCG pada tahun 2017. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, 
dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian in menunjukan bahwa implementasi GCG GMIT 
Jemaat Pniel Oebobo dilihat dari prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
kemandirian dan kewajaran sudah baik. 
Kata Kunci: Good Corporate Governance, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 





Gereja merupakan salah satu institusi kepercayaan publik yang tergolong organisasi 
keagamaan. Gereja dikelola dalam rangka menyatakan hakekat keberadaan dan fungsi gereja yaitu 
melaksanakan amanat kerasulan guna keselamatan umat manusia. Anggota gereja serta 
masyarakat umum cukup mengharapkan pejabat gereja untuk memenuhi panggilan agama mereka 
dan menggunakan dana gereja untuk tujuan keagamaan. Meski pejabat gereja memiliki kebebasan 
untuk menentukan secara bijak pengeluaran gereja, tetap ada harapan umum bahwa dana gereja 
tidak akan dialihkan untuk kepentingan pribadi selain amal yang bermanfaat. Oleh karena itu 
dibutuhkan suatu pengendalian internal yang memadai melalui suatu konsep tata kelola (corporate 
governace) agar gereja dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Adapun penelitian ini 
dapat memberikan informasi mengenai bagaimana implementasi Good Corporate Governance 
salah satu gereja besar yang ada di Kota Kupang. 
Penulis menyadari adanya kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini sehingga kritik, 
saran dan komentar yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan penelitian ini. 
Penulis juga mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dalam penulisan kata-kata maupun 
kesalahan selama proses penulisan. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pembaca sekalian. 
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 Gereja merupakan salah satu institusi kepercayaan publik yang tergolong organisasi 
keagamaan. Gereja dikelola dalam rangka menyatakan hakekat keberadaan dan fungsi gereja yaitu 
melaksanakan amanat kerasulan guna keselamatan umat manusia. Anggota gereja serta 
masyarakat umum cukup mengharapkan pejabat gereja untuk memenuhi panggilan agama mereka 
dan menggunakan dana gereja untuk tujuan keagamaan. Meski pejabat gereja memiliki kebebasan 
untuk menentukan secara bijak pengeluaran gereja, tetap ada harapan umum bahwa dana gereja 
tidak akan dialihkan untuk kepentingan pribadi selain amal yang bermanfaat (Hartanto, 2011). 
Kecurangan dalam organisasi keagamaan dilakukan oleh pendeta/pastor, bendahara 
jemaat, sekretaris jemaat, akuntan, anggota komite, penatua-diaken, dan anggota jemaat lainnya 
yang diberikan kepercayaan terhadap suatu posisi dalam gereja (ACFE, 2014).  
Fenomena yang ada dalam gereja salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengendalian 
internal yang baik (ACFE, 2014). Pengendalian internal mencakup rencana dan metode yang 
digunakan organisasi untuk melindungi sumber daya atau asset organisasi tersebut. Pengendalian 
internal ini sering disebut sebagai komponen tunggal yang paling penting utuk meminimalisir 
resiko kecuragan (Tysaic, 2012). Menurut ACFE (2014) kurangnya kontrol internal adalah 
kelemahan utama yang menyebabkan kecurangan terhadap sebuah organisasi. Pengendalian 
internal mengurangi risiko organisasi terhadap korban penipuan mulai dari pengendalian arus kas, 
pelaporan keuangan yang baik dan pelaksanaan audit yang memadai (Tysaic, 2012). Seiring 
dengan semakin meingkatnya pertumbuhan gereja dan masalah finansial yang semakin kompleks 
yang akan dihadapi gereja, maka dibutuhkan suatu pengendalian internal yang memadai melalui 
suatu konsep tata kelola (corporate governace).  
Dalam Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Pniel Oebobo, fenomena berkaitan 
dengan prinip Good Corporate Governance yaitu responsibility dinilai masih kurang 
bertanggungjawab karena masih banyak jemaat yang kurang merasakan uluran tangan dari gereja 
padahal gereja memiliki sumber daya yang dapat dikatakan cukup banyak untuk melakukan tugas 
dan panggilannya dalam hal diakonia (pelayanan) kepada anggota jemaat. Masih ada jemaat yang 
memiliki tempat tinggal yang kurang layak misalnya tinggal hanya beratapkan spanduk-spanduk 
dan beralsakan kardus-kardus bekas padahal setiap minggunya gereja menampilkan uang kas yang 
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cukup banyak dan seharusnya cukup untuk mendanai pelayanan terhadap jemaat yang 
berkekurangan dan memerlukan uluran tangan gereja tersebut. 
GMIT Jemaat Pniel Oebobo merupakan gereja yang masuk kedalam Klasis Kota Kupang 
serta bernaung dibawah sinode GMIT. Sinode GMIT menganut sistem pelayananan Presbiterial-
Sinodal dimana Majelis Jemaat yang memerintah jemaat menjadi dasar pelayanan dan kehidupan 
GMIT namun pada waktu yang bersamaan jemaat-jemaat tersebut membentuk suatu media 
kebersamaan yang disebut sinode. Sistem pelayanan gereja berpengaruh terhadap prosedur 
penentuan berbagai kebijakan dan deskripsi pekerjaan karena tiap gereja mempunyai ciri khas 
masing-masing (Aritonang, 1999). Dalam melakukan segala pelayanannya didanai oleh 
pemasukan gereja dimana terdiri dari persembahan (kolekte) baik dari kebaktian utama mingguan, 
ibadah Rumah Tangga, pembangunan dan syukuran ada juga persembahan lainnya berupa nazar 
dan perpuluhan. Setiap bulannya Jemaat Pniel Oebobo harus menyetorkan 25% dari total 
pemasukannya ke Sinode GMIT untuk penatalayanan dan Sentralisasi Gaji Pokok pendeta-pendeta 
GMIT.  
Untuk dapat melaksanakan tugas dan panggilan gereja dibutuhkan suatu tata kelola. Tata 
kelola yang baik menyediakan kerangka kerja di mana orang dapat bertindak dengan tingkat 
kepastian. Kebalikannya adalah bahwa tata kelola yang buruk ialah kerangka kerja yang memicu 
tidak adanya rasa saling mengasihi dan membantu menciptakan kondisi yang mendorong konflik 
dan kehancuran hubungan orang-orang yang ada dalam organisasi (Glenn, 2011).  
 Penelitian-penelitian megenai implementasi good corporate governance di organisasi 
nirlaba khususnya gereja sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Korengkeng (2014) yang 
menemukan bahwa sistem pemerintahan gereja dapat mempengaruhi implementasi good 
corporate governance selain itu pemisahan tugas juga turut mempengaruhi penerapan GCG. 
Selain itu ditemukan juga bahwa dalam sistem pelaporan keuangan gereja, transparency dan 
accountability diterapkan secara vertical dan juga horizontal.   
Selain itu Welly Hartanto (2011) juga pernah melakukan penelitian serupa. Dalam 
penelitian tersebut ditemukan bahwa aspek prinsip fairness diterapkan dalam adaya pemisahan 
fungsi dan pembagian hak dan kewajiban yang setara di antara stakeholders dalam gereja, prinsip 
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transparency diterapkan melalui pengungkapan kepada jemaat setiap jumlah persembahan yang 
masuk ke dalam kas jemaat dan pengelolaanya seperti apa  dalam pelaksanaan operasional gereja 
lalu prinsip accountability diterapkan diterapkan melalui pengawasan langsung oleh ketua divisi 
di gereja maupun pelaporan evaluasi kinerja divisi dengan tujuan untuk menjaga sumber daya yang 
dimiliki gereja sedangkan dalam prinsip responsibility diterapkan dalam kegiatan bakti sosial 
maupun sunat massal dan lain sebagainya.  
 Oleh karena itu, mengacu pada latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka 
peneliti ingin melakukan replikasi terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Welly 
Hartanto (2011) dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Organisasi 
Nirlaba: Studi Kasus pada Gereja Bethany Lebak Arum di Surabaya. Yang membedakan antara 
penelitian ini dengan penelitian Hartanto (2011) adalah penelitian ini diterapkan di sistem dan 
lingkungan organisasi gereja yang berbeda, yaitu GMIT yang menganut sistem Presbiterial-
Sinodal dimana majelis jemaat yang memerintah jemaat tetapi pada saat yang bersamaan juga 
ada sinode yang dibentuk oleh jemaat-jemaat sedangkan Gereja Bethany Lebak Arum menganut 
sistem sinodal dimana hanya melakukan sistem perwakilan saja. Dengan berbedanya sistem 
pemerintahan gereja maka akan berbeda juga dalam prosedur penentuan berbagai kebijakan dan 
deskripsi pekerjaan karena tiap gereja mempunyai ciri khas masing-masing (Setio dan Radianto, 
2007). 
 Sesuai dengan penjabaran diatas maka peneliti ingin meneliti lebih dalam bagaimana 
sebenarnya implementasi good ccorporate governance (GCG) serta praktek financial management 
sebagai suatu kesatuan dari pengaplikasian prinsip-prinsip good ccorporate governance di 
organisasi GMIT Jemaat Pniel Oebobo. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin 
mengetahui mekanisme penerapan GCG di organisasi nirlaba khususya gereja dan bagaimana 
prosedur pelaporan keuangan sebagai satu kesatuan penerapan prinsip-prinsip tata kelola 
(corporate governance). 
Selain itu melalui penelitian ini peneliti ingin memberikan saran kepada GMIT Jemaat 
Pniel Oebobo untuk mengetahui dan mengimplemetasikan GCG yang maksimal yaitu yang 
memenuhi prinsip-prinsip GCG menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri 
dari prinsip transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness dalam 
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melaksanakan pelayanan gereja. Sedangkan bagi dunia akademis kiranya dapat bermanfaat dalam 
memberikan ilmu pengetahuan dan informasi atau referensi baru bagi pihak-pihak yang ingin 
melakukan penelitian tentang implementasi GCG dalam organisasi nirlaba khususnya gereja. Bagi 
masyarakat dan pihak-pihak lain kiranya penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan 
pengetahuan megenai implementasi GCG di Indonesia umumnya dan gereja khususnya.  
KAJIAN PUSTAKA 
 
Good Corporate Governance (GCG) 
Magdi dan Nadereh (2002) menekankan bahwa tata kelola perusahaan adalah bagaimana 
memastikan bisnis berjalan dengan baik dan investor menerima pengembalian yang adil. Tata 
kelola perusahaan didefinisikan sebagai sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. 
Struktur tata kelola perusahaan menentukan distribusi hak dan tanggung jawab di antara berbagai 
pemangku kepentingan di perusahaan seperti: dewan, manajer, pemegang saham, pelanggan, 
karyawan, dan lain-lain dan menjelaskan peraturan dan prosedur untuk membuat keputusan terkait 
dengan perusahaan. Corporate governance juga menyediakan struktur di mana tujuan perusahaan 
ditetapkan dan sarana untuk mencapai tujuan dan pemantauan kinerja (Akinsulire, 2006). 
Dalam menempatkan tata kelola perusahaan di atas tumpuan yang mengungkapkan 
hubungan antara penyedia keuangan dan organisasi perusahaan, Shleifer dan Vishny (1997) dalam 
Lashgari (2014) berpendapat bahwa tata kelola perusahaan berkaitan dengan cara penanam modal 
perusahaan meyakinkan diri mereka untuk mendapatkan laba atas investasi mereka. . Perusahaan 
perlu memastikan bahwa manajer tidak menyalahgunakan modal atau berinvestasi dalam proyek 
yang buruk. Akibatnya, tata kelola perusahaan dilihat sebagai "pencegahan pencurian" yang dapat 
dilakukan dengan mudah oleh manajemen atau dewan atau keduanya (ICAN, 2009 dalam 
Lashgari, 2014) 
Farar (2005) dalam Siahaan (2013) berpendapat bahwa tata kelola perusahaan digunakan 
dalam istilah empat puluh tahun yang lalu. Akar dari istilah "governance" berasal dari kata Latin 
"gubarnare" dan "gubernator" yang mengacu pada "kemudi sebuah kapal" dan ke "steerer atau 
kapten kapal". Mensah (2003) dalam Siahaan (2013) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan 
adalah pengaturan kelembagaan yang memberikan kedisiplinan dan pengecekan kendali manajer. 
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Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan Keputusan Menteri mengenai 
Pelaksanaan BUMN yaitu "Keputusan Menteri BUMN KEP-117 / M-MBU / 2002" tentang 
praktik GCG di BUMN dalam Wardoyo dan Lena (2010). Dalam keputusan menteri tersebut 
disampaikan bahwa setiap negara harus menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten 
dan menjadikannya sebagai landasan operasional. Penerapan GCG di perusahaan dilaksanakan 
berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Secara umum penerapan GCG terdiri dari lima 
prinsip dasar, yaitu: 
Transparency dapat didefinisikan sebagai pengungkapan informasi, baik dalam proses 
pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan material dan informasi yang relevan 
mengenai perusahaan dengan tepat waktu. Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan 
harus memberikan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak terkait 
dengan perusahaan tersebut. Dalam organisasi nirlaba, transparansi dan pengungkapan dapat 
diwujudkan melalui keterbukaan informasi yang material secara tepat waktu. Pengungkapan ini 
diperlukan agar para anggota dapat mengetahui bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah 
diberikan serta arah berjalannya suatu organisasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Hartanto 2011, transparency diterapkan melalui pengungkapan kepada jemaat setiap jumlah 
persembahan yang masuk ke dalam kas jemaat dan pengelolaanya seperti apa  dalam pelaksanaan 
operasional gereja 
Accountability pada dasarnya ditujukan untuk mengukur penerapan sistem internal checks 
dan balances, antara lain mencakup praktik audit yang sehat, tanggung jawab pengurus dalam 
manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para 
pemegang saham. Akuntabilitas dalam organisasi nirlaba dapat diwujudkan melalui bentuk 
supervisi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi kepada seluruh lapisan pengurus. Berdasarkan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartanto 2011, accountability diterapkan diterapkan melalui 
pengawasan langsung oleh ketua divisi di gereja maupun pelaporan evaluasi kinerja divisi dengan 
tujuan untuk menjaga sumber daya yang dimiliki gereja.  
Responsibility adalah kesesuaian (compliance) dalam manajemen perusahaan terhadap 
prinsip perusahaan yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang 
berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab terhadap pajak, hubungan 
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industrial, lingkungan, keselamatan, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Tanggung 
jawab yang paling fundamental adalah upaya yang harus dilakukan untuk tercapainya kepentingan 
para stakeholder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (2011), responsibility 
diterapkan dalam kegiatan bakti sosial maupun sunat massal dan lain sebagainya. 
Independency merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. 
Independensi adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya 
benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 
hukum dan prinsip yang berlaku dari perusahaan yang sehat. Organsasi harus dilaksanakan secara 
independen agar tidak terjadi konflik dan masing-masing perangkat tidak saling mendominasi dan 
tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.  
Fairness secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara 
dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan kesepakatan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Keadilan juga mencakup tanda hak investor yang jelas, sistem 
hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak investor, terutama pemegang saham 
minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Ini bisa menjadi bentuk kecurangan dalam 
perdagangan orang dalam (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), kecurangan, 
pengenceran saham (nilai perusahaan menurun), korupsi, atau keputusan yang dapat 
mempengaruhi pembelian kembali saham tersebut yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, 
merger, akuisisi, atau pengambilalihan perusahaan lain. Dalam organisasi nirlaba, fairness dapat 
diwujudkan melalui pembuatan standar, tata tertib, dan pedoman yang mengatur tindakan dan 
perilaku anggotanya, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak. Berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Hartanto (2011), fairness dalam gereja diterapkan dalam adaya 
pemisahan fungsi dan pembagian hak dan kewajiban yang setara di antara stakeholders dalam 
gereja. 
Inti dari tata kelola perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan melalui 
pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan akuntabilitas manajemen. Menurut Holly J. 
Gregory (2000) dalam Korengkeng (2014) ada lima keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 
dalam penerapan good corporate governance (GCG) mendorong efisiensi pemakaian sumber daya 
oleh perusahaan, membantu mengurangi biaya yang akan digunakan untuk menarik minat 
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investasi para investor dan kreditur melalui perbaikan kepercayaan, membantu tata kelola 
perusahaan dalam mejamin bahwa perusahaan telah berjalan semestinya sesuai degan peraturan, 
ketentuan dan ekspetasi masyarakat, membantu pemantuan terhadap penggunaan kekayaan 
perusahaan oleh manajemen dan orporate board dan mengurangi tindakan korupsi. 
Manfaat Tata Kelola Perusahaan yang baik bukan hanya untuk hari ini tapi juga untuk 
jangka panjang, bisa menjadi pilar pendukung utama pengembangan perusahaan sekaligus pilar 




 Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan tujuan untuk megidentifikasi seperti apa 
mekanisme implementasi good corporate governance di gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) 
Jemaat Pniel Oebobo, Kupang.  Dan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 
secara mendalam dan utuh tentang implementasi prinsip-prinsip good corporate governance.  
Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis peneltian deskriptif dimana peneliti berkeinginan untuk 
memberikan deskripsi atau gambaran mengenai implementasi good corporate governance di 
gereja GMIT Jemaat Pniel Oebobo. Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji 
secara utuh dan mendalam bukan hanya secara umum dari objek yang telah dipilih (Irawan, 2007 
dalam Maase, 2014) 
Jika dilihat dari waktu yang digunakan maka penelitian ini termasuk penelitian croos 
sectional yang hanya akan melihat implementasi good corporate governance di gereja GMIT 
Jemaat Pniel Oebobo pada tahun 2017 hingga selesainya penelitian ini dan tidak ditujukan untuk 
melakukan penelitian pada waktu yang berbeda. 
Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data 






Dalam teknik ini, peneliti akan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan 
disampaikan dalam wujud panduan wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara dengan 
orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam gereja Pniel Oebobo. Wawancara dapat 
dikembangkan dari panduan wawancara untuk menggali lebih mendalam jawaban dari partisipan.  
Narasumber dalam penelitian ini ada enam. Yang pertama yaitu Ketua Majelis Jemaat 
GMIT Jemaat Pniel Oebobo, Kupang. Penulis mengambil narasumber tersebut terkait 
pengetahuannya mengenai sejarah gereja, struktur organisasi dan sistem pengelolaan gereja secara 
utuh dan menyeluruh. Dimana dapat membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana 
implementasi GCG dalam satuan unit gereja. Yang kedua yaitu Sekretaris Majelis Jemaat GMIT 
Jemaat Pniel Oebobo, Kupang. Penulis mengambil narasumber tersebut terkait pengetahuannya 
mengenai dokumentasi serta prosedur dan mekanisme implementasi GCG. Yang ketiga yaitu 
Bendahara Majelis Jemaat GMIT Jemaat Pniel Oebobo, Kupang beserta jajarannya. Penulis 
mengambil narasumber tersebut terkait pengetahuannya mengenai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran gereja serta transparansi kepada seluruh jemaat 
terkait dana gereja. Yang keempat yaitu Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Jemaat 
(BPPPJ) GMIT Jemaat Pniel Oebobo, Kupang. Penulis mengambil narasumber tersebut terkait 
kepentingan cross-check mengenai implementasi tugas dan panggilan gereja dan 
pengimplementasian GCG dalam gereja. Yang kelima yaitu Anggota Majelis Jemaat (Penatua dan 
Diaken) GMIT Jemaat Pniel Oebobo, Kupang. Penulis mengambil narasumber tersebut terkait 
kepentingan cross-check mengenai implementasi tugas dan panggilan gereja. Yang keenam yaitu 
Anggota Jemaat GMIT Jemaat Pniel Oebobo, Kupang. Penulis mengambil narasumber tersebut 
terkait kepentingan cross-check mengenai implementasi tugas dan panggilan gereja dan 









Tabel 1. Instrumen Penelitian 
 
 
No Pertanyaan penelitian Sumber data 
Teknik pengambilan 
data 




1.1. Sejarah, Visi dan misi  dan 
Struktur organisasi 
1.2. Bentuk pemerintahan dalam 
buku pedoman gereja 
 
1. Ketua Majelis Jemaat  
2. Sekretaris Majelis Jemaat  
3. Bedahara Majelis Jemaat 
4. Anggota Majelis Jemaat (Penatua dan 
Diaken)  
5. Anggota Jemaat  
6. Badan Pertimbangan dan Pengawasan 
Pelayanan Jemaat (BPPPJ). 
1. Wawancara 
2. Dokumentasi 





1.3. Syarat dan prosedur menjadi 
pemimpin gereja dan jajarannya 
1.4. Evaluasi kinerja  
1. Ketua Majelis Jemaat  
2. Sekretaris Majelis Jemaat  
3. Bedahara Majelis Jemaat  
4. Anggota Majelis Jemaat (Penatua dan 
Diaken)  
5. Anggota Jemaat  
6. Badan Pertimbangan dan Pengawasan 
Pelayanan Jemaat (BPPPJ). 
1. Wawancara 
2. Dokumentasi 




1.5. Mekanisme dan ketepatan 
waktu transparansi 
1. Ketua Majelis Jemaat  
2. Sekretaris Majelis Jemaat  
3. Bedahara Majelis Jemaat  
4. Anggota Majelis Jemaat (Penatua dan 
Diaken)  
5. Anggota Jemaat  
6. Badan Pertimbangan dan Pengawasan 
Pelayanan Jemaat (BPPPJ). 
1. Wawancara  
2. Dokumentasi 




1.6. Pengelolaan pemasukan dan 
pengeluaran  
1.7. Proses dan pengawasan 
Budgeting 
1.8. Supervisi atau pengawasan 
operasional 
 
1. Ketua Majelis Jemaat  
2. Sekretaris Majelis Jemaat  
3. Bedahara Majelis Jemaat  
4. Anggota Majelis Jemaat (Penatua dan 
Diaken)  
5. Anggota Jemaat  
6. Badan Pertimbangan dan Pengawasan 
Pelayanan Jemaat (BPPPJ). 
1. Wawancara  
2. Dokumentasi 




1.9. Mekanisme penyusunan 
Laporan Keuangan  
1.10. Dampak terhadap lingkungan 
gereja 
1. Ketua Majelis Jemaat  
2. Sekretaris Majelis Jemaat  
3. Bedahara Majelis Jemaat  
4. Anggota Majelis Jemaat (Penatua dan 
Diaken)  
5. Anggota Jemaat  
6. Badan Pertimbangan dan Pengawasan 
Pelayanan Jemaat (BPPPJ). 
1. Wawancara  
2. Dokumentasi 




1.11. Kebebasan pengambilan serta 
pelaksaaan keputusan 
1.12. Dewan pengawas  
 
1. Ketua Majelis Jemaat  
2. Sekretaris Majelis Jemaat  
3. Bedahara Majelis Jemaat  
4. Anggota Majelis Jemaat (Penatua dan 
Diaken)  
5. Anggota Jemaat  
6. Badan Pertimbangan dan Pengawasan 
Pelayanan Jemaat (BPPPJ). 
1. Wawancara 
2. Dokumentasi 




1.13. Peraturan dan kebijakan 
mengenai aktivitas operasi 
2. Ketua Majelis Jemaat  
3. Sekretaris Majelis Jemaat  
4. Bedahara Majelis Jemaat 
5. Anggota Majelis Jemaat (Penatua dan 
Diaken)  
6. Anggota Jemaat  
7. Badan Pertimbangan dan Pengawasan 
Pelayanan Jemaat (BPPPJ). 
1. Wawancara  
2. Dokumentasi 





Dalam teknik ini peneliti akan mengamati dan mengkaji dokumen-dokumen yang dibuat 
oleh gereja, misalnya dokumen tentang Laporan Keuangan, struktur organisasi, aturan gereja dan 
lain sebagainya. 
Observasi 
Teknik observasi yang digunakan adalah hidden observation dimana peneliti akan 
mengamati secara diam-diam tanpa sepengetahuan subjek yang ingin diteliti. 
Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data dalam penelitian ini berhubungan dengan analisis mekanisme 
implementasi good corporate governance di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Pniel Oebobo 
dengan beberaha tahapan. Tahapan yang pertama yaitu memahami proses operasional pelayanan 
dalam gereja dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan Observasi. Yang kedua yaitu 
mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja berkaitan dengan aspek-aspek 
dalam good corporate governance. yang ketiga yaitu melakukan analisis atas prinsip-prinsip 
dalam good corporate governance yang telah diimplementasikan oleh gereja dan tahapan terakhir 
yaitu menarik kesimpulan megenai implementasi good corporate governance dalam gereja. 
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Pniel Oebobo, Kupang-NTT merupakan 
salah satu gereja terbesar di Kota Kupang terdiri dari 1263 Kepala Keluarga dan 5264 anggota 
jemaat (data tahun 2016). Tugas dan panggilan gereja Jemaat Pniel Oebobo menganut pelayanan 
GMIT dimana terdiri dari lima bidang yaitu koinonia (persekutuan), marturia (kesaksian), diakonia 
(pelayanan), liturgia (ibadah) dan oikonomia (penatalayanan) sehingga dalam melaksanakan 
tugasya dibentuklah organisasi administrasi yang terdiri dari warga jemaat, majelis jemaat  yang 
dilengkapi ketatausahaan. 
 Warga jemaat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, sosial, ekonomi dan 
pendidikan serta pemahaman rohani yang berbeda pula maka perlu suatu tata kelola agar tercipta 
keteraturan dan ketertiban. Dasar pelaksanaan tata kelola GMIT Jemaat Pniel Oebobo, yaitu: 
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“sebab Allah tidak  menghendaki kekacauan,tetapi damai sejahtera. Segala sesuatu harus 
berlangsung dengan sopan dan teratur” 1 Korintus 14:33,40. 
Peragkat Organisasi Majelis Jemaat Pniel Oebobo terdiri dari Majelis Jemaat, Majelis 
Jemaat Harian (MJH), Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanana Jemaat (BPPPJ) dan 
Unit-unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat 
Penerapan Good Corporate Governance di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat 
Pniel Oebobo, Kupang 
 Dalam melaksanakan segala tata kelola Jemaat Pniel Oebobo didokumentasikan dalam 
Buku Petunjuk Pelaksanaan Majelis Jemaat Pniel Oebobo periode pelayanan yang mengacu dan 
berpedoman pada tata GMIT, Keputusan-keputusan Sinode GMIT dan Majelis Sidang dan 
Peraturan tentang Jemaat. Apabila ada perubahan atau ketidaksesuaian dengan pedoman tersebut 
maka dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. 
Prinsip Transparency (Keterbukaan) 
Mekanisme transparency yang diterapkan dalam organisasi laba/komersial berbeda 
dengan yang diterapkan dalam organisasi nirlaba khususnya gereja. Hal ini disebabkan karena 
perbedaan kepemilikan oleh perusahaan nirlaba yaitu pemilik dari organisasi nirlaba memberikan 
dana kepada organisasi dengan tidak mengharapkan pengembalian secara langsung dalam bentuk 
material apapun tidak seperti pemegang saham pada organisasi profit orientation yang 
mengharapkan pengembalian dalam bentuk deviden (Pontoh, 2013). Transparansi yang dilakukan 
oleh gereja lebih kepada pengungkapan hal-hal yang dianggap material dan penting yang perlu 
diketahui oleh anggota jemaat gereja. Mekanisme transparancy ini bertujuan untuk meningkatkan 
rasa kepercayaan anggota jemaat kepada gereja. Gereja yang memperoleh sumber dana utama dari 
anggota jemaat tentu saja harus dapat memberikan pertanggung jawaban yaitu melalui transparansi 
atas sumber dana tersebut. 
Mekanisme dan Ketepatan Waktu Transparansi 
 Dalam Jemaat Pniel Oebobo, mekanisme transparency yang diterapkan berfokus pada 
pengungkapan informasi finansial dan non-finansial baik secara formal (melalui laporan atau 
bentuk resmi) atau informal (lisan). Informasi finansial seperti penerimaan kolekte utama 
mingguan, ibadah rumah tangga, perpuluhan (persembahan tetap), nazar dan sumbangan dan 
pengeluaran baik untuk operasional gereja maupun administrasi dan informasi non-finansial 
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seperti jadwal pelayanan selama sepekan diungkapkan kepada anggota jemaat dalam bentuk 
formal melalui Warta Jemaat (Lampiran 6 ) yang dicetak dan dibagikan kepada semua anggota 
jemaat setiap hari minggu dalam kebaktian utama dan dalam bentuk informal melalui Warta 
Mimbar. Hal ini diungkapkan oleh Bendahara Majelis Jemaat, yaitu: 
“Kita tiap minggu lampirkan rekapan penerimaan dan pengeluaran selama satu minggu 
di warta jemaat supaya jemaat dapat lihat dan pantau dari mana saja gereja punya uang, dan 
besarnya berapa, begitu juga mereka bisa cek untuk apa saja uang yang mereka kasi tu gereja 
gunakan untuk kepentingan apa saja seperti itu. kalau kita hitung persembahan pun selalu 
libatkan diaken supaya ada yang mengawasi, bukan kita tidak percaya dengan kolektan tapi itu 
salah satu cara kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan karena ini uang Tuhan Allah dan 
kita manusia hanya ditugaskan untuk kelola untuk nama Tuhan Allah jadi kita harus kelola dengan 
baik dan sebagai bentuk tanggung jawab kita dengan jemat yang sudah persembahkan ke gereja.” 
Jemaat Pniel Oebobo juga menerapkan berbagai cara agar dapat memastikan bahwa prinsip 
transparansi tetap terlaksana dalam kegiatan operasional gereja misalnya, prosedur perhitungan 
kolekte yang diterima dari anggota jemaat. Pertama-tama kolekte dalam setiap ibadah atau 
kebaiktian dikumpulkan oleh petugas kolekte yang disebut kolektan dalam suatu kantong 
persembahan kemudian setelah selesai kebaktian/ibadah kolekte tersebut dibawa ke suatu ruangan 
(konsistori) untuk dilakukan proses perhitungan. Proses ini dilakukan oleh dua orang kolektan dan 
mendapat pengawasan dari koordinator ibadah (diaken) yang memiliki fungsi sebagai 
perpanjangan tangan dari anggota jemaat dalam gereja.  Selanjutnya petugas kolektan mencatat 
jumlah kolekte yang diperoleh dari kebaktian tersebut pada sebuah amplop yang nantinya akan 
diserahkan kepada staff bendahara. 
Selanjutnya kolekte tersebut akan di rekalkulasi oleh 2 orang staff bendahara gereja dan 
disesuaikan dengan jumlah uang yang dilaporkan dan jumlah uang yang ada. Setelah staff 
bendahara telah selesai merekalkulasi kolekte tersebut dan memastikan bahwa jumlah kolekte 
yang diterima telah sesuai maka jumlah kolekte tersebut akan dicatat oleh bendahara gereja pada 
laporan persembahan gereja dan disahkan oleh bendahara gereja itu sendiri. Kemudian laporan 
persembahan tersebut diserahkan ke bagian kesekretariatan untuk nantinya diterbitkan. Pelaporan 
seperti ini juga diterapkan pada persembahan, perpuluhan, nazar dan persembahan lainnya. 
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Menurut deskripsi diatas maka dapat dilihat bahwa transparansi telah terjadi karena telah 
turut  melibatkan anggota jemaat dalam proses perhitungan kolekte dari jemaat. Hal ini ditunjukan 
dalam keterlibatan koordinator ibadah yaitu diaken selaku perpanjangan tangan dari jemaat di 
dalam gereja. Pernyataan ini didukung oleh salah seorang penatua, yaitu: 
”Semua persembahan kita kelola dengan baik. Jadi saya sebagai penatua tugas salah 
satunya yaitu mengelola keungan jemaat karena saya merupakan perpanjangan tangan dari 
jemaat jadi saya bantu jemaat kelola persembahan mereka. setiap minggu kita penatua dari 
masing-masing rayon yang bertugas mengawasi perhitungan kolekte oleh kolektan yang bertugas 
baru nanti dicatat dan disetor ke bapa bendahara. Jadi kita penatua sudah melakukan 
tanggungjawab kita kepada jemaat untuk mengelola uang persembahan mereka” 
Selain itu transparansi juga dapat dilihat dengan adanya pelaporan mengenai keuangan 
gereja kepada anggota jemaat melalui Warta Jemaat yang diterbitkan setiap hari minggu yang 
berisi pelaporan mengenai jumlah kolekte, perpuluhan dan rincian setoran majelis jemaat. 
Pelaporan ini sangatlah efektif utuk gereja dapat menjaga transparansinya karena ketika anggota 
jemaat memberikan perpuluhan maka sejumlah uang yang diberikan akan dimasukkan terlebih 
dahulu kedalam amplop perpuluhan yang disebut kartu persembahan tetap (Lampiran 7) dengan 
membubuhkan identitas anggota jemaat (nama dan lingkup/rayon) sehingga melalui warta jemaat 
migguan setiap anggota jemaat dapat melakukan cross check mengenai jumlah perpuluhan yang 
diberikan ke gereja. 
Dalam rangka menjamin transparansi gereja, Jemaat Pniel Oebobo juga menerbitkan 
laporan yang berisi informasi penting mengenai kegiatan gereja yaitu Laporan Keuangan. Laporan 
keuangan adalah laporan yang dibuat dalam ragka melaporkan keuangan gereja secara periodik 
maupun tahunan. Laporan keuangan berupa Laporan Arus Kas yang memuat pengeluaran dan 
penerimaan kas gereja selama periode terentu dan Laporan Realisasai Anggaran dan Belanja 
Jemaat yang memuat anggaran pendapatan dan belanja gereja selama suatu periode tertentu. Kedua 
laporan ini diterbitkan setiap enam bulan sekali yaitu pada bulan Juli dan bulan desember akan 
diterbitkan laporan keuangan periodik kepada jemaat yang dibagikan dalam kebaktian utama 
mingguan yaitu Laporan Arus Kas (Lampiran 3) dan Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan 
Belanja Jemaat (APBJ) Pniel Oebobo (Lampiran 2). 
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Dalam segi ketepatan waktu, transparansi yang dilakukan oleh gereja selalu tepat waktu. 
Setiap minggunya, tidak pernah sekalipun gereja terlambat hingga lalai dalam melaporkan laporan 
keuangan kepada warga jemaat melalui warta jemaat. Laporan keuangan berupa Laporan Realisasi 
APBJ dan Laporan Arus Kas juga selalu dibagikan kepada jemaat pada bulan Juli dan Desember 
pada kebaktian mingguan. 
Seperti yang dinyatakan oleh salah satu anggota jemaat, yaitu: 
“Iya, tiap minggu kita selalu dapat warta jemaat yang isi itu laporan-laporan berisi 
perpuluhan, kolekte kebaktian minggu lalu, belanja-belanja gereja dan lain sebagainya. Kecuali 
kita datang terlambat berarti kita tidak kebagian jadi tidak bisa baca, tapi tiap minggu selalu ada 
laporan itu saya lihat, kalau saya datang terlambat saya biasa pinjam warta anggota jemaat yang 
lain punya untuk baca-baca.” 
Tabel 2. Unsur-unsur Transparency Menurut Penelitian Hartanto 2011 
Unsur-Unsur Ada Tidak Ada 
1. Mekanisme  ѵ  
2. Ketepatan waktu ѵ  
 
Prinsip Accountability (Akuntabilitas) 
 Akuntabilitas dalam Jemaat Pniel Oebobo dapat diwujudkan dalam bentuk suatu 
pengendalian pengelolaan pemasukan dan pengeluaran dan pengendalian budgeting. Pengendalian 
diharapkan dapat menjadi pertanggugjawaban kepada stakeholders.  Selain itu juga perlu 
dilakukan supervisi oleh pimpinan gereja dalam hal ini Ketua MJH kepada semua pengurus gereja. 
Pengelolaan Pemasukan dan Pengeluaran 
Prosedur Pengelolaan Kolekte dan Persembahan Lainnya 
Pertama-tama kolekte dalam setiap ibadah atau kebaiktian dikumpulkan oleh petugas 
kolekte yang disebut kolektan dalam suatu kantong persembahan kemudian setelah selesai 
kebaktian/ibadah kolekte tersebut dibawa ke suatu ruangan (konsistori) untuk dilakukan proses 
perhitungan. Proses ini dilakukan oleh dua orang kolektan dan mendapat pengawasan dari 
koordinator ibadah (diaken) yang memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan dari anggota 
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jemaat dalam gereja.  Selanjutnya petugas kolektan mencatat jumlah kolekte yang diperoleh dari 
kebaktian tersebut pada sebuah amplop yang nantinya akan diserahkan kepada staff bendahara. 
Selanjutnya kolekte tersebut akan di rekalkulasi oleh 2 orang staff bendahara gereja dan 
disesuaikan dengan jumlah uang yang dilaporkan dan jumlah uang yang ada. Setelah staff 
bendahara telah selesai merekalkulasi kolekte tersebut dan memastikan bahwa jumlah kolekte 
yang diterima telah sesuai maka jumlah kolekte tersebut akan dicatat oleh bendahara gereja pada 
laporan persembahan gereja dan disahkan oleh bendahara gereja itu sendiri. Kemudian laporan 
persembahan tersebut diserahkan ke bagian kesekretariatan untuk nantinya diterbitkan.  
Untuk penyetoran pelayanan ibadah rumah tangga (IRT), pelayanan ibadah kategorial dan 
fungsional, dapat dilakukan melalui ketua lingkungan/rayon atau langsung disetorkan kepada 
bendahara dengan sepengetahuan ketua lingkungan/rayon atau sekretaris lingkungan. Penyetoran 
ke bendahara gereja dilakukan setiap minggu atau sekali setiap bulan yaitu pada minggu pertama 
bulan berikutnya.  
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bendahara Majelis Jemaat, yaitu: 
“Kita selalu kelola dengan baik persembahan-persembahan yang masuk. Jadi kita selalu 
hitung kembali dengan teliti semua persembahan yang masuk ke kita dan juga kalau setor 
persembahan juga kita misalnya persembahan ibadah rumah tangga nah harus melalui otorisasi 
dulu dari ketua rayon baru nanti bisa setor ke saya kalau tidak, bisa kasi ke ketua rayon baru 
nanti ketua ratyon kasi langsung ke saya”  
Sedangkan untuk pengelolaan persembahan lainnya seperti perpuluhan, mekanismenya 
sedikit berbeda dengan pengelolaan kolekte biasa. Hal ini disebabkan persembahan lainnya tidak 
langsung diberikan dalam kantong kolekte yang diedarkan setiap kebaktian utama minggu 
melainkan pihak gereja menyiapkan suatu kotak yang disediakan di depan pintu masuk gereja agar 
jemaat dapat memasukan amplop perpuluhan (kartu persembahan tetap) (Lampiran 7) dan 
persembahan lainnya ke dalam kotak tersebut. Kotak tersebut dikunci dan kuncinya hanya 
diberikan kepada koorsdinator ibadah. Setiap satu minggu sekali setelah kebaktian utama minggu 
bendahara bersama koordinator ibadah akan mengambil amplop dalam kotak persembahan lainnya 
dan dihitung bersama-sama dengan kolekte kebaktian utama minggu lainnya. Bendahara 
kemudian melakukan pelaporan ke bagian kesekretariatan untuk diterbitkan pada warta jemaat. 
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Prosedur Pengawasan Pengeluaran Gereja  
Dalam GMIT Jemaat Pniel Oebobo seluruh pengawasan dilakukan langsung oleh Ketua 
MJH terkait arus kas masuk dan keluar gereja, laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara, 
selain itu juga pengendalian dilakukan melalui otorisasi atas setiap transkaksi berkaitan dengan 
belanja gereja. Hal ini berlaku terhadap segala UPP yang ada dalam gereja. 
Selain itu untuk setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam gereja, maka 
setiap ketua panitia acara bersangkutan wajib membuat proposal kegiatannya (Lampiran 4) dan 
diserahkan kepada Ketua MJH terkait persetujuan pelaksanaan kegiatan. Ketua MJH akan 
memeriksa proposal tersebut dan akan memberikan kritik, saran dan masukan untuk memperbaiki 
dan mengembangkan acara tersebut. Ketua MJH juga akan memberikan persetujuan mengenai 
jumlah anggaran yang diberlakukan dalam kegiatan tersebut. Jika ketua MJH telah menyetujuinya 
maka pencairan dana dapat dilakukan melalui Bendahara gereja satu minggu sebelumnya. 
Bendahara akan mencatat pengeluaran tersebut kedalam  bukti kas keluar yang ditandatangani oleh 
bendahara dan pengambil uang sebagai pihak yang mengetahui dan bertanggungjawab. 
Pada akhir kegiatan, panitia pelaksanaan acara membuat Laporan Pertanggungjawaban 
kepada Ketua MJH selambat-lambatnya tiga hari setelah acara untuk diperiksa lebih lanjut. 
Biasanya ketua MJH memberikan tanggung jawab kepada kesekretariatan untuk melakukan 
pengecekan. Apabila ditemukan persoalan ketidakcocokan atas jumlah uang yang masuk dan 
keluar maka Ketua MJH akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan seperti bendahara ketua 
panitia dan bagian kesekretariatan yang memerikasa laporan tersebut untuk menindaklanjuti 
persoalan tersebut. Apabila ternyata kesalahan hanya pada pencatatan maka catatan akan 
dibenarkan sesuai jumlah uang. Namun apabila persoalan yang ada timbul karena kecurangan 
maka hal tersebut akan dibahas dala sidang majelis jemaat terkait sanksi yang akan diberikan. 
Namun apabila kegiatan yang telah dilaksanakan tidak dilaporkan maka permintaan berikutnya 
tidak dilayani. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bendahara Majelis Jemaat, yaitu: 
“kalau misalkan budgeting panitia begitu kita biasanya wajibkan mereka utuk buat LPJ 
yang berisi semua rincian pemdapatan dan pengeluaran mereka. Semua harus detile sampai 
dengan bukti-buktinya semua terus harus rinci seperti misalnya beli makan berapa kotak satu 
kotak harga berapa pokoknya harus rinci semua.” 
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Terkait pengelolaan keuangan juga telah diatur dalam buku petunjuk pelaksanaan 
keuangan megenai maksimum uang dalam kas gereja yaitu sebesar Rp 2.000.000,- selebihnya 
harus disimpan di bank atas nama Majelis Jemaat Pniel Oebobo. Laporannya dibuat setiap hari 
dalam Laporan Rincian Saldo di Brand Kas. Untuk pengeluaran diluar program karena permintaan 
dari luar jemaat juga telah diatur seperti pengeluaran lebih dari Rp 5.000.000,- harus lewat rapat 
MJH, pengeluaran Rp 1.000.000,- sampai Rp 5.000.000,- sepengetahuan MJH dan kurang dari Rp 
1.000.000,- kewenangan ketua MJH. 
Proses dan Pengawasan Budgeting 
 Penyusunan budget sepenuhnya diserahkan ke tangan bendahara umum gereja. Bendahara 
melakukan estimasi budgeting berdasarkan laporan tahun lalu dengan tetap mempertimbangkan 
peningkatan kebutuhan dan jumlah program yang akan dilakukan untuk dilakukan penyesuaian. 
Bendahara akan menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut akan dibahas bersama-sama 
dengan semua Majelis Jemaat dalam Persidangan Majelis Jemaat. Setiap majelis jemaat memiliki 
hak yang sama dan wajib diperhitungkan dalam meberikan masukan, kritik dan saran kepada 
anggaran yang telah disusun oleh bendahara. Jika dibutuhkan penyesuaian maka bendahara akan 
melakukan penyesuaian terhadap anggaran dan akan dibahas lagi dalam persidangan berikutnya 
terkait pengesahan anggaran. Hal ini disampaikan langsung oleh Bendahara Majelis Jemaat, yaitu: 
“Kalau buat anggaran nanti saya buat dulu menurut anggaran tahun lalu, nah biasa ada 
ketentuan misalnya anggaran naik atau turun sekian persen. Kalau ini tahun, anggaran naik 10% 
dari tahun sebelumnya, jadi saya berdasarkan tahun 2016 terus saya naikan menjadi 10%. Abis 
itu kita MJ buat Persidangan Majelis Jemaat untuk bahas anggaran, kalau mereka setuju berarti  
langsung kita sahkan, kalau tidak berarti kita akan bahas lagi terus saya buat lagi dengan 
pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, kalau sudah setuju maka kita sidang lagi untuk 
sahkan, yang berwenang itu saya dengan mama ketua majelis.” 
Karena disetujui secara bersama-sama dalam persidangan majelis jemaat maka 
pengawasan terhadap anggaran juga dilakukan bersama-sama oleh semua majelis jemaat terkait 
realisasai anggaran, sudah berapa persen yang terealisasi dan masih berapa persen lagi yang belum 
terealisasi baik dari sisi pendapatan maupun belanja gereja. Catatan mengenai realisasi anggaran 
ini dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Jemaat yang dibuat pada periode 
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bulan juli dan desember oleh bendahara jemaat dan akan dibahas dalam persidangan jemaat 
triwulan. 
Hal diatas sesuai dengan pernyataan Bendahara Majelis Jemaat, yaitu: 
“Kalau budget yang sudah dibuat itu nanti kita evaluasi dalam sidang triwulan. Sudah 
berapa persen yang terealisasi dan sisanya berapa,” 
Supervisi atau Pengawasan Operasional 
Secara umum gereja juga melakukan evaluasi melalui Persidangan Majelis Jemaat dan 
Persidangan Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat lengkap dilaksanakan minimal sekali dalam 
setahun untuk keperluan penetapan program pelayanan dan APBJ, evaluasi pelayanan, serta hal-
hal lain yang dianggap penting untuk disepakati dalam persidangan lengkap. Untuk hal-hal 
mendesak perlu dilakukan sidang luar biasa Majelis Jemaat Lengkap atas usul lebih dari 50% 
Majelis Jemaat. Peserta sidang agar menaati tata tertib yang disepakati. Persidangan Majelis 
Jemaat Harian (MJH) dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bahkan sedapat mungkin setiap 
minggu MJH bertemu untuk membahas kemajuan pelayanan serta memecahkan masalah masalah 
pelayanan yang ada. Setiap kesepakatan/keputusan dituangkan dalam dokumen tertulis dan 
disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindak lanjut. Dalam hal-hal 
darurat/mendesak/penting perlu dilakukan persidangan jemaat. Persidangan jemaat dilaksanakan 
empat tahun sekali untuk keperluan merumuskan dan menetapan pokok- pokok program pelayanan 
empat tahunan, mengevaluasi seluruh proses pelayanan menilai, menerima atau menolak 
pertanggung jawaban, memilih penatua, diaken dan pengajar. Sidang ini dilaksanakan satu tahun 
sebelum akhir periode. 
Untuk masalah pengawasan operasional gereja terkait masing-masing UPP yang ada, 
gereja menyerahkan sepenuhnya pengawasan kepada ketua UPP dan penanggug jawab UPP untuk 
memperhatikan masing-masing UPP nya. Pengawasan yang dilakukan biasanya adalah dengan 
melakukan rapat sebulan sekali untuk memantau dan mengevalasi kinerja dari masing-masing UPP 
agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja di bulan berikutnya. 
Hal diatas sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ketua Majelis Jemaat Harian, yaitu: 
“Evaluasi biasa secara resmi dilakukan dalam rapat triwulan jadi satu tahun 3 kali. Biasa 
bulan maret, Juli dengan November dalam Persidangan Majelis Jemaat, nah dalam sidang itu 
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biasa kita evaluasi semua kegiatan atau program-program yang ada. Kalau evaluasi sehari-hari 
biasa kita adakan rapat tiap hari selasa untuk bahas evaluasi minggu kemarin. “ 
Tabel 3. Unsur-unsur Accountability  Menurut Penelitian Hartanto 2011 
Unsur-Unsur Ada Tidak Ada 
1. Pengelolaan Pemasukan dan Pengeluaran ѵ  
2. Proses dan Pengawasan Budgeting ѵ  




Prinsip Responsibility (Pertanggungjawaban) 
Responsibilitas menyangkut pertanggungjawaban gereja kepada pihak-pihak eksternal, 
antara lain kepada pemerintah, jemaat, serta masyarakat. Hal ini tercermin dari ketaatan gereja 
kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku serta bagaimana gereja telah melaksanakan 
peran dan fungsinya dengan baik, sehingga tidak merugikan jemaat sebagai pemberi dana utama 
dalam gereja. Dalam Jemaat Pniel Oebobo, pertanggungjawaban terwujud dari beberapa hal, 
antara lain: 
Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan  
Dalam peyusunan laporan keuangan gereja Pniel Oebobo dikerjakan oleh Bendahara 
umum gereja dibantu oleh dua orang staff bendahara. Dua orang staff bendahara bertugas mencatat 
setiap pengeluaran dan penerimaan baik harian, mingguan dan bulanan. Kemudian staff bendahara 
menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran tersebut kepada bendahara umum untuk 
kemudian dimasukkan ke laporan keuangan mingguan dan bulanan yang disusun oleh bendahara 
umum. Setelah laporan harian direkap kedalam laporan mingguan kemudian diserahkan kepada 
bagian kesekretariatan untuk diterbitkan kedalam warta jemaat pada hari minggu. Begitu juga 
dengan laporan keuangan bulanan, staff bendahara menyerahkan catatan pengeluaran dan 
penerimaan selama satu bulan yang merupakan hasil rekap dari laporan mingguan kepada 
bendahara umum yang kemudian disusun menjadi laporan keuangan bulanan. Laporan keuangan 
bulanan ini kemudian akan diperikasa dan dievalasi oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan 
Pelayanan Jemaat (BPPPJ) enam bulan sekali. Setelah itu, pada akhir tahun akan disusun laporan 
keuangan tahunan yang merupakan hasil rekap dari laporan keuangan bulanan. Selain itu, setiap 
20 
 
bulan, Laporan keuangan gereja harus dilaporkan kepada Sinode Gereja Masehi Injili di Timor 
(GMIT). 
Tujuan pelaporan Laporan Keuangan kepada Sinode GMIT untuk menentukan besaran 
dana persekutuan yang harus diberikan kepada Sinode untuk pelayanan dan sentralisasi gaji pokok 
pendeta-pendeta GMIT. Dana pelayanan digunakan untuk mendukung pelayanan di Majelis 
Jemaat Pniel Oeebobo maupun Majelis Sinode GMIT. Besar dana pelayanan ini sebesar 10% dari 
persembahan (kolekte) yang diterima selama satu biulan. Sedangkan dana sentralisasi digunakan 
untuk menyetarakan gaji pokok para pendeta-pendeta yang ada di bawah naungan Sinode GMIT 
sehingga baik pendeta yang melayani di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan merasakan 
kesejahteraan yang sama. Besarnya dana sentralisasi ditentukan berdasarkan besarnya total 
keseluruhan penerimaan yang diterima selama satu bulan. Berdasarkan penerimaan bulanan, 
gereja Pniel Oebobo masuk kedalam kategori I sehingga wajib menyetorkan dana sebesar 25% 
dari total keseluruhan penerimaan selama satu bulan. 
Terkait hal-hal diatas diungkapkan oleh Bendahara Majelis Jemaat, yaitu: 
 
“Kalau laporan keuangan biasa saya dengan staff saya yang biasa kita susun sama-sama. 
Jadi tiap hari mereka rekap semua penerimaan dan pengeluaran terus nanti mereka kasi ke saya 
catatannya nanti saya yang buat laporan keuangan mingguan dari catatan mereka terus nanti 
mereka rekap catatan-catatan mingguan jadi bulanan terus saya buat laporan keuangan bulanan 
nya seperti itu seterusnya. Nanti laporan keuangan kita tiap bulan kasi ke sinode untuk mereka 
lihat penerimaan kita berapa supaya mereka bisa hitung nanti kita harus setor berapa untuk dana 
sentralisasi dengan pelayanan. Terus juga nanti kita kasi ke BP3J untuk mereka evaluasi.” 
Dampak Terhadap Lingkungan Gereja 
Sebagai salah satu organisasi religius, gereja memiliki fungsi dan peran untuk 
memfasilitasi kebutuhan jemaat pada khususnya serta mendukung dan membantu kehidupan 
masyarakat pada umumnya. Dalam Jemaat Pniel Oebobo, telah dilaksanakan beberapa kegiatan 
yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial gereja kepada masyarakat umum, antara 
lain: 
Pengobatan Gratis (Bakti Sosial) 
Kegiatan bakti sosial diadakan oleh gereja selama dua kali dalam satu tahun. Kegiatan ini 
dilakukan dengan tujuan agar setiap masyarakat luas di luar dari jemaat gereja dapat merasakan 
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kasih Tuhan  melalui gereja. Kegiatan ini dilakukan dengan promosi secara besar-besaran melalui 
spanduk yang ditaruh di jalan-jalan. Kegiatan ini ditujukan untuk masyarakat yang ingin 
mendapatkan pengobatan gratis. Kegiatan ini dilakukan dengan membuat klinik-klinik kecil di 
dalam gereja, kemudian gereja juga telah mendatangkan dokter-dokter yang cukup berpengalaman 
untuk melakukan pengobatan pada setiap pasien yang ada. 
Pembangunan Lingkungan dan Budaya Organisasi 
Jemaat Pniel Oebobo menyadari tentang pentingnya pembinaan kerohanian pada setiap 
anggota jemaat sehingga gereja aktif mengadakan pembinaan iman seperti retret yang biasanya 
diadakan di luar kota dan Kebaktian Kebangkitan Rohani.  
Hal ini disampaikan oleh salah seorang jemaat, yaitu: 
“Ini tahun pemuda ada retret di oebelo, semua pemuda dari masing-masing lingkungan 
diikutsertakan terus juga ada KKR di halaman depan gereja situ, semua orang bisa ikut itu KKR 
bukan Cuma kita punya anggota gereja saja.” 
Penghargaan Kepada Majelis Jemaat 
Setiap ada anggota majelis jemaat yang meninggal maka gereja akan memberikan uang 
penghargaan dalam Jemaat Pniel Oebobo dikenal sebagai Uang peti sebesar Rp 5.000.000,- kepada 
anggota keluarga yang ditiggalkan untuk digunakan dalam keperluan pemakaman dan lain 
sebagainya. 
Bedah Rumah Jemaat 
Gereja Pniel Oebobo mulai menyadari peran gereja sebagai diakonia yaitu pelayanan 
terhadap jemaat khusunya jemaat yang memerlukan uluran tangan gereja. Oleh karena itu, gereja 
melakukan satu program baru yang mulai dilaksanakan tahun 2017 yaitu bedah rumah jemaat yang 
dilaksanakan tepat saat ulang tahu gereja.Pihak Jemaat Pniel Oebobo akan mendatangi rumah 
anggota jemaat yang dianggap kurang layak untuk ditiggali dan melakukan bedah rumah. Hal ini 
dilakukan gereja karena masih banyak anggota jemaat yang belum memiliki tempat tinggal yang 
layak misalnya ada yang rumahnya hanya terbuat dari kardus-kardus bekas atau sisa-sisa spanduk 
acara dan lain sebagainya. 
Hal ini disampaikan oleh salah seorang diaken, yaitu: 
“kalau kita tahun ini cukup banyak kegiatan besar, ada pengobatan katarak terbuka umum 
utnuk semua masyarakat, terus pengobatan kulit juga begitu kita ada dokter dari korea. Terus kita 
ada uang peti untuk keluarga majelis jemaat yang ditinggalkan dan yang paling baru itu program 
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bedah rumah jemaat itu kita nanti datang ke rumah-rumah jemaat yang kurang layak terus kita 
sam-sama bantu membangun sampai layak. Jadi tiap tahun rencananya kita akan bangun satu 
rumah jemaat” 
Tabel 4. Unsur-unsur Responsibility  Menurut Penelitian Hartanto 2011 
Unsur-Unsur Ada Tidak Ada 
1. Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan  ѵ  
2. Dampak Terhadap Lingkungan Gereja ѵ  
 
Prinsip Independency (Kemandirian) 
Independency merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. Organsasi 
harus dilaksanakan secara independen agar tidak terjadi konflik dan masing-masing perangkat 
tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. 
Kebebasan Pengambilan Serta Pelaksaaan Keputusan 
 GMIT Jemaat Pniel Oebobo menganut sistem pemerintahan Presbiterial-Sinodal. Sistem 
ini merupakan sistem dimana merupakan gabungan dari sistem Presbiterial dan Sinodal yang 
berarti bahwa gereja dipimpin oleh pejabat-pejabat gereja atau prebiteran dalam hal ini majelis 
jemaat  yang melaksanakan tugasnya secara bersama-sama (sinodal) dan setiap pejabat gereja 
memiliki kedudukan yang sama dengan tugasnya masing-masing. Sesuai dengan yang dikatakan 
oleh Ketua Majelis Jemaat Harian yaitu: 
”Kita disini bentuk pemerintahan sesuai dengan yang sudah diatur di tata GMIT juga jadi 
kita pakai Presbiteral-Sinodal. Nah sistem itu sebenarnya yang atur supaya kita gereja-gereja ini 
punya kebebasan utuh tapi kita punya kebebasan itu dibatasi dari atas atau dari sinode sedangkan 
sinode juga punya kewenangan utuh tapi mereka punya kebebasan itu dibatasi juga oleh kita 
gereja-gereja, jadi disini kita semua adil. Gereja bisa tentukan mereka punya aturan sendiri-
sendiri tapi tetep saja harus sesuai dengan tata GMIT yang sudah ada. Terus dalam gereja 
keputusan-keputusan harus diambil bersama karena tidak ada jabatan yang lebih tinggi, misalnya 
saja saya memang betul pendeta tapi saya jabatannya tidak lebih tinggi dari majelis ko penatua 
ko atau guru sekolah minggu. Semuanya punya kedudukan sama jadi kita kekuasaan tertinggi itu 
ada pada tangan seluruh majelis jemaat dalam persidangan majelis jemaat.” 
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Dalam sistem pemerintahan ini, gereja memiliki kemandirian penuh tapi bersama-sama 
bekerja dengan gereja-gereja lain dalam satu sinode GMIT. Gereja punya otonomi atau 
kemandirian penuh tapi terbatas oleh sinode. Begitu pula sinode memiliki kekuasaan penuh tapi 
terbatas oleh jemaat gereja. Dimana keputusan diranah jemaat baik itu program-program gereja 
atau penyusunan budget diserahkan ke jemaat secara penuh dan kekuasaan tertinggi pada 
persidangan jemaat. Sinode hanya sebagai pengawas dan penilai saja. 
Hal diatas sejalan dengan yang disampaikan oleh Bendahara Majelis Jemaat, yaitu: 
“Higher organization disini mungkin sinode dan BP3J. Kalau sinode tidak terlalu 
intervensi kita punya anggaran begitu pula BP3J. Jadi semua diserahkan ke kita majelis Jemaat 
nanti kita Majelis Jemaat yang sama-sama tentukan anggarannya seperti apa. Nanti mereka 
cuman mengawasi dan mengevaluasi saja.” 
Dewan pengawas  
Dewan pengawas dalam gereja-gereja GMIT diatur oleh sinode GMIT dalam Tata GMIT 
yang mewajibkan untuk dibentuknya suatu dewan pengawas pada lingkungan jemaat. Hal ini 
tertera dalam keputusan sinode GMIT No.02/TAP/SSI-GMIT/U2010 tentang Tata Dasar GMIT  
“Telah mengamanatkan pembentukan Badan Pembantu Pelayanan pada setiap lingkup, 
yaitu pada lingkup Jemaat oleh Majelis Jemaat berdasarkan rekomendasi Persidangan Jemaat. 
pada lingkup Klasis olch Majels Klasis berdasarkan rekomendasi Persidangan Klass dan pada 
lingkup Snode oleh Majels Sinode berdasarkan rekomendas Persidangan Sinode. Bahwa Badan 
Pembantu Pelayanan dapat berupa Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan Jemaat 
selanjutnya disebut BPPPJ pada lingkup Jemaat, Badan Pertimbangan dan Pengawasan 
Pelayanan Klasis selanjutnya disebut BPPPK pada lingkup Klasis dan Badan Pertimbangan dan 
Pengawasan Pelayanan Sinode selanjutnya disebut  BPPPS pada lingkup Sinode” 
Dewan pengawas Jemaat Pniel Oebobo terdiri dari lima orang yaitu ketua, sekretasi dan 
tiga orang anggota. Dewan pengawas ini disebut Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelayanan 
Jemaat (BPPPJ) sesuai dengan tata GMIT. BPPPJ bertugas untuk melaksanakan pengawasan atas 
pelaksanaan program pelayanan oleh badan pelayanan tiap lingkup dan pertimbangan Badan 
pelayanan dan UPP atas dasar hasil pengawasan dan kajian.  
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Pertimbangan yang diberikan oleh BPPPJ adalah pendapat yang wajib diperhatikan dalam 
pegambilan keputusan mengenai permsaslahan pelayanan atau penyelenggaraan pelayanan. 
Sedangkan pengawasan dapat berupa pemeriksaan, pemantaua atau penilaian berdasarkan standar 
yaitu tata GMIT dan Kode Etik. Pengawasan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tetang 
keadaan pelayanan kemudian bandingkan dengan rencana dan ketentuan-ketentuan tata GMIT. 
Hal ini diutarakan oleh Ketua Majelis Jemaat Harian, yaitu: 
” Dewan pengawas yang gereja punya BP3J, mereka biasa evaluasi semua operasional 
dan anggaran gereja setiap 6 bulan sekali biasa bulan juli dan desember mereka semua turun 
untuk evaluasi gereja terus nanti mereka buat laporan untuk kasi ke gereja dan sinode. Mereka 
juga biasa kasi masukan-masukan atau pertimbangan-pertimbangan ke gereja untuk perbaikan-
perbaikan kedepannya seperti apa” 
BPPPJ dibentuk oleh majelis jemaat berdasarkan rekomendasi Persaidangan Jemaat 
sehingga BPPPJ bertanggung jawab kepada Jemaat dalam persidangan jemaat melalui majelis 
jemaat.  
Tabel 5. Unsur-unsur Independency  Menurut Penelitian Hartanto 2011 
Unsur-Unsur Ada Tidak Ada 
1. Kebebasan Pengambilan Serta Pelaksaaan 
Keputusan 
ѵ  
2. Dewan Pengawas ѵ  
 
Prinsip Fairness (Kewajaran) 
 Prinsip fairness mengacu pada bagaimana suatu organisasi membuat peraturan dalam 
melaksanakan segala kegiatannya. Dalam organisasi nirlaba, fairness dapat diwujudkan melalui 
pembuatan standar, tata tertib, dan pedoman yang mengatur tindakan dan perilaku anggotanya, 
sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak (Hartanto, 2011) 
Peraturan dan Kebijakan Mengenai Aktivitas Operasional 
Dalam Jemaat Pniel Oebobo, prinsip ini diterapkan dengan adanya struktur organisasi 
(Lampiran 1), pembagian tugas dan deskripsi tugas kepada masing-masing pengurus gereja. Setiap 
pengurus diberikan tanggung jawab untuk dijadikan standar dalam melaksanakan segala tugas-
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tugasnya selain itu sekretariat gereja juga telah membuat suatu dokumentasi peraturan dan 
prosedur mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dijunjung dan ditaati oleh seluruh 
Pelayan Tuhan yang dimuat dalam buku Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pelayanan MJPO. 
Disampaikan oleh Sekretaris Majelis Jemaat Harian, yaitu: 
“Kita gereja sudah punya aturan sendiri yang telah kita dokumentasikan dalam buku 
Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan MJPO kita sebut buku biru. Didalam buku itu semua aturan 
mengenai operasional gereja sampai keuangan gereja sudah diatur. Muali dari tugas pendeta, 
penatua, diaken, pengajar harus seperti apa, pelaksanaan ibadah harus seperti apa, kalau mau 
cairkan dana seperti apa. Jadi buku itu yang menjadi pedoman kita dalam melaksnakan semua 
aktivitas kita, jika kita mau buat apa-apa harus mengacu pada buku biru jadi buku biru itu sebagai 
alat control dan dasar evaluasi semua kegiatan gereja.” 
Pada penjabaran dan deskripsi tugas telah dibuat uraian secara rinci mengenai kebijakan 
dan berbagai peraturan yang harus ditaati oleh para pengurus. Selain itu dalam setiap Unit-Unit 
Pembantu Pelayanan (UPP) ditetapkan seorang pengawas untuk memastikan bahwa setiap anggota 
UPP yang terkait telah melaksanakan semua tugasnya sesuai dengan deksripsi tugas yang 
diembankan kepada mereka masing-masing. 
Susunan Perangkat Organisasi Majelis Kemaat Pniel Oebobo terdiri dari 4 perangkat yaitu: 
Majelis Jemaat. Majelis Jemaat adalah pemimpin jemaat yang memangku jabatan 
pelayanan sebagai Pendeta, Penatua Diaken Pengajar Kepemimpinan jemaat bersifat kolektif. 
Majelis Jemaat Harian (MJH). Majelis Jemaat Harian adalah perangkat pelayanan jemaat 
yang melaksanakan tugas harian Majelis Jemaat yang terdiri dari Ketua, Wakil-Wakil Ketua, 
Sekretaris dan Wakil Sekretaris Bendahara dan Wakil Bendahara, Ketua dan Wakil ditunjuk 
sebagai koordinator Unit Pembantu Pelayanan Majelis Jemaat.  
Badan Pertimbangan dan pengawasan pelayanan jemaat (BPPPJ). BPPPJ adalah pelaksana 
pengawasan pelayanan pada tingkat jemaat yang setingkat dengan Majelis Jemaat. Susunan 
organisasinya terdiri dari: Ketua, Sekretaris, dan tiga orang anggota. BPPPU melaksanakan fungsi 
pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada majelis jemaat. BPPPJ bertanggung jawab 
kepada Persidangan Majelis Jemaat sesudah diklarifikasl dengan Majelis Harian. 
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Unit Pembantu Pelayanan majelis jemaat. Perangkat ini terdiri dari Unit pelayanan Lini 
yaitu UPP Majelis Jemaat, Badan dan panitia. Unit pelayanan Staf yaitu Sekertaris dan Bendahara. 
Pembantu Pelayanan yang bersifat lini adalah UPP, Badan dan Panitia.  
UPP Majelis Jemaat adalah salah satu unit Pembantu Pelayanan yang melaksanakan 
amanat kerasulan yang dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan yang mencakup amanat 
untuk bersekutu (Koinonia), bersaksi (Marturia), memberi pelayanan kasih (Diakonia), beribadah 
(Liturgia) dan menatalayani (Oikoomia)  kesatuan amanat ini disebut Tugas dan Panggilan Gereja. 
UPP Majelis Jemaat yang dibentuk bersifat kategorial dan fungsional.  
UPP Majelis Jemaat kategorial terdiri dari UPP PAR (0-15 tahun), Pemuda lebih dari 15-
24 tahun, Ibu dan Bapak lebih dari 24-60 tahun, dan Lansia 60 tahun ke atas.  UPP Majelis Jemaat 
Fungsional terdiri dari Koinonia, Marturia, Ibadah/Liturgia, Diakonia dan oikonomia (Panca 
Pelayanan). Dalam melaksanakan tugasnya perlu dibangun hubungan kerja dan koordinasi yang 
antara UPP Majelis Jemaat yang bersifat kategorial dan UPP Majelis Jemaat yang bersifat 
fungsional. Susunan UPP Majelis Jemaat terdiri dari Ketua dan Sekertaris. UPP Majelis Jemaat 
dapat membentuk Badan Pengurus (BP) sesuai kebutuhan. Untuk mengoperasionalkan program 
dan kegiatan UPP Majelis Jemaat di tingkat Lingkungan dibentuk UPP Lingkungan/Jemaat. UPP 
Lingkungan/Jemaat merupakan perpanjangan tangan UPP di ungkungan yang dalam 
melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi dengan Ketua Lingkungan.  
Badan Pembantu Pelayanan adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas 
pelayanan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup UPP, namun dalam melaksanakan tugasnya 
setiap Badan Pembantu Pelayanan berrmitra dan konsultasi dengan Badan Badan Pembantu 
pelayanan di Lingkup Jemaat. Klasis dan Sinode. BPP bertanggung jawab kepada jemaat melalul 
Majelis Jemaat  
Panitia adalah Badan Pembantu Pelayanan yang tidak bersifat tetap (insidentil) yang 
dibentuk untuk melaksanakan tugas pelayanan tertentu yang bersifat jangka pendek dan menengah 
satu tahun atau beberapa tahun). Seperti Panitia Hari Raya Gerejawi, pembangunan dan 
sebagainya. 
Yang bersifat staf adalah Sekretariat dan Bendahara yang melaksanakan fungsi 
kesekretariatan dan kebendaharaan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dibantu oleh 
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beberapa bagian yaitu Bagian Administrasi Umum, Bagian Pelayanan surat-surat Gerejawi, 
Bagian Humas/Dokumentasi, Bagian Personalia, Bagian Kerumahtanggaan, Bagian Harta Milik. 
Bendahara dibantu oleh Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Perbendaharaan. 
Tugas dari tiap-tiap bagian dibuat deskripsi tugas masing-masing. Untuk meningkatkan 
kinerja karyawan perlu dibuat tata tertib karyawan. Dalam melaksanakan tugasnya bagian.-bagian 
yang berada di bawah Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekertaris dan di bawah Bendahara 
berta jawab kepada Bendahara.  
Selain itu dari aspek keuangan gereja prinsip fairness diterapkan dalam evaluasi terhadap 
setiap kegiatan yang berlangsung dengan tujuan memastikan apakah setiap dana anggaran yang 
telah ditetapkan dan diberikan oleh gereja telah digunakan sesuai dengan penggunannya. Jika 
penggunaan dana kurang dari anggaran maka sisanya harus dikembalikan ke kas gereja sedangkan 
jika berlebihan maka pihak-pihak yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kelebihan 
dana tersebut pada waktu rapat evaluasi majelis jemaat yang dilaksanakan empat bulan sekali. 
Setiap pelaksana kegiatan harus membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) (Lampiran 5) setiap 
selesai melaksanakan kegiatan yang nantinya akan diserahkan kepada Ketua Majelis Jemaat 
Harian (MJH) dan Bendahara Majelis Jemaat Harian sebagai bentuk pertanggungjawaban jika 
tidak dibuat Laporan tersebut maka keegiatan selanjutnya tidak boleh dilaksanakan hingga selesai 
melaporkan LPJ. Laporan pertanggungjawaban secara lengkap memuat gambaran kegiatan yang 
telah dilaksanakan oleh UPP mulai dari latar belakang kegiatan, dasar pelaksanaan, maksud dan 
tujuan pelaksanaan, sasaran, keluaran, bentuk dan waktu pelaksanaan, susunan panitia, sumber 
dana dan pembiayaan kegiatan. Sumber dana dan pembiayan kegiatan masing-masing dirinci 
secara jelas dari mana sumber dana dan untuk apa saja pembiayaan yang dikeluarkan beserta bukti-
bukti transaksi yang lengkap. Laporan ini menjadi bahan evaluasi dalam Persidangan Jemaat 
triwulan. 
Tabel 6. Unsur-unsur Fairness Menurut Penelitian Hartanto 2011 
Unsur-Unsur Ada Tidak Ada 








Berdasarkan pembahasan tentang implementasi good corporate governance yang ada di Gereja 
Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Pniel Oebobo, maka dapat disimpulkan: 
Aspek transparency diwujudkan dengan adanya keterbukaan dari gereja terkait mekanisme 
perhitungan persembahan dengan melibatkan anggota jemaat sebagai koordinator persembahan 
oleh penatua yang merupakan perpanjangan tangan jemaat. Selain itu transparansi juga dapat 
dilihat dengan adanya pelaporan  yang tepat waktu mengenai keuangan gereja kepada anggota 
jemaat melalui Warta Jemaat yang diterbitkan setiap hari minggu yang berisi pelaporan mengenai 
jumlah kolekte, perpuluhan (kartu persembahan tetap) dan rincian setoran majelis jemaat dan juga 
pengeluaran apa saja yang didanai gereja dari persembahan tersebut. Selain itu juga gereja 
menerbitkan Laporan keuangan yaitu laporan arus kas dan laporan realisasi anggaran dan belanja 
jemaat setiap enam bulan sekali. 
Aspek accountability diwujudkan dengan melakukan pengawasan secara langsung terhadap 
seluruh pemasukan dan pengeluaran gereja dan juga pengawasan terhadap budgeting serta 
pengawan terkait kegiatan operasional yang dilakukan oleh para ketua Unit-unit Pembantu 
Pelayanan Majelis Jemaat (UPP)  dalam gereja, ataupun dalam bentuk Laporan 
Pertanggungjawaban terkait kinerja setiap program UPP ..  
Aspek responsibility juga telah diwujudkan, hal ini dapat dilihat dengan adanya mekanisme 
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan yang telah ditentukan dan berbagai kegiatan yang 
diadakan oleh gereja terkait dengan kepedulian gereja bukan hanya terhadap anggota jemaat tapi 
juga terhadap masyarakat luas. Kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, pembangunan lingkungan 
dan budaya organisasi, enghargaan kepada majelis jemaat dan bedah rumah jemaat. 
Aspek independency diwujudkan dalam adanya kebebasan pengambilan serta pelaksaaan 
keputusan yang diserahkan sepenuhnya kepada gereja tanpa ada intervensi dari organisasi yang 
lebih tinggi dan adanya dewan pengawas yang dibentuk oleh gereja untuk melaksanakan tugas 
pertimbangan dan pengawasan. 
Aspek fairness diwujudkan dengan adanya peraturan dan kebijakan mengenai aktivitas 
operasional misalnya ada pemisahan tugas dan fungsi serta pemerataan dalam hak dan kewajiban 




 Penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan dalam hal mewawancarai narasumber. 
Peneliti tidak dapat mewawancarai secara langsung Badan Pertimbangan dan Pengawasan 
Pelayanan Jemaat (BPPPJ) dikarenakan masalah waktu dan birokrasi dalam gereja. 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka saran-saran yang dapat diberikan 
adalah sebagai berikut: 
Implementasi good corporate governance perlu diirngi konsistensi dan evalusi menyeluruh 
agar tetap ada stabilitas dan perkembangan yang baik dari waktu ke waktu. 
Diberlakukannya sistem komputerisasi dalam gereja khususnya proses pencatatan dan 
pembuatan pelaporan keuangan dan database jemaat agar mencegah terjadiya human error dan 
lebih akurat. 
Ditingkatkan publikasinya misalnya melalui papan pengumuman, website gereja atau social 
media gereja agar seluruh anggota jemaat khususnya dan masyarakat sekitar umumnya dapat 
selalu mengetahui informasi terbaru mengenai  hal-hal apa saja yang berkaitan dengan gereja. 
Diberlakukan sistem pengaduan misalnya kotak saran agar setiap warga jemaat dapat 
memberikan kritik dan saran secara langsung kepada gereja. 
Melakukan pembinaan atau pelatihan mengenai budaya gereja kepada warga jemaat misalnya 
pemuda yang kelak akan menjadi regenerasi gereja selain itu mengadakan pembinaan kerohanian 
dan cara-cara pelayanan kepada setiap pelayan Tuhan yang terlibat dalam kepengurusan dan 
pelayanan dalam gereja. 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti pada objek penelitian yang lebih besar dari 
penelitian yang dilakukan sekarang. 
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara secara lengkap dan 
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Lampiran 8. Daftar Pertanyaan Wawancara 
Umum 
1. Apakah visi dan misi gereja? 
2. Bagaimana struktur organisasi GMIT Jemaat Pniel Oebobo? 
3. Bagaimana bentuk pemerintahan yang diterapkan dalam organisasi GMIT Jemaat Pniel 
Oebobo? 
Akuntabilitas Kepemimpinan 
1. Apakah syarat utama menjadi seorang pemimpin dalam organsiasi GMIT Jemaat Pniel 
Oebobo? 
2. Bagaimana proses pemilihan pemimpin gereja dan jajarannya? 
3. Apakah ada evaluasi kinerja bagi para pekerja dalam organisasi gereja? 
Transparency 
1. Bagaimanakah gereja menjaga transparansi, mengingat gereja tidak menerbitkan laporan 
keuangan seperti perusahaan gopublic? 
2. Laporan apa saja yang diterbitkan oleh gereja kepada jemaat agar jemaat mengetahui 
kondisi gereja? 
3. Apakah laporan tersebut telah diterbitkan secara tepat waktu? 
Fairness 
1. Apakah gereja telah memiliki peraturan atau kebijakan untuk menjamin operasi gereja 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan?  
2. Apakah gereja memiliki standard operating procedures? 
3. Apakah peraturan, kebijakan, dan prosedur tersebut telah didokumentasikan? 
Accountability 
1. Apakah persembahan dan dana gereja dikelola dengan aman sebelum disetorkan oleh 
bendahara? 
2. Bagaimana proses penyusunan budget dalam organisasi gereja? Dan Siapa saja yang 
berperan dalam penyusunan budget? 
3. Bagaimana pengendalian internal terhadap budget? 
4. Apakah gereja memiliki dewan pengawas?  




1. Bagaimanakah proses laporan keuangan dibuat dan siapa yang berperan dalam pembuatan 
laporan keuangan tersebut? 
2. Apakah gereja mengikuti standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan? Dan 
standar apakah yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan gereja? 
3. Kegiatan apa sajakah yang dilakukan gereja terkait pembangunan budaya dalam gereja? 
4. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh gereja sebagai bentuk dari kepedulian gereja 
terhadap jemaat dan masyarakat luas? 
Independency 
1. Apakah ada intervensi dari higher organization terkait pegambilan dan pelaksanaan 
keputusan yang akan diambil oleh organisasi gereja? 






















Lampiran 9. Transkip Wawancara 
Narasumber: Ketua Majelis Jemaat Harian 
4. Apakah visi dan misi gereja? 
Sebenarnya visi dan misi gereja sesuai dengan visi dan misi dari sinode GMIT. Jadi secara 
garis besar sebenarya visi gereja kita itu untuk menyatakan syalom Allah sebagai bapak Gereja 
di tengah-tengah tempat lingkungan kita berada dengan cara menngembangkan ajaran Allah, 
dan menggunakan talenta apa yang kita punya untuk melakukan pelayanan. Kalau lengkapnya 
nona bisa lihat langsung di tata gereja saja  nona, sudah ada tertulis semuanya disitu. 
5. Bagaimana struktur organisasi GMIT Jemaat Pniel Oebobo? 
Kalau struktur organisani masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya sekarang kita 
sudah ganti tidak pakai komisi-komisi lagi tapi semua sudah diganti dengan UPP sesuai dengan 
tata GMIT. Nanti nona bisa minta dia punya struktur sa di sekretaris supaya nona foto copy. 
6. Bagaimana bentuk pemerintahan yang diterapkan dalam organisasi GMIT Jemaat Pniel 
Oebobo? 
Kita disini bentuk pemerintahan sesuai dengan yang sudah diatur di tata GMIT juga jadi kita 
pakai Presbiteral-Sinodal. Nah sistem itu sebenarnya yang atur supaya kita gereja-gereja ini 
punya kebebasan utuh tapi kita punya kebebasan itu dibatasi dari atas atau dari sinode 
sedangkan sinode juga punya kewenangan utuh tapi mereka punya kebebasan itu dibatasi juga 
oleh kita gereja-gereja, jadi disini kita semua adil. Gereja bisa tentukan mereka punya aturan 
sendiri-sendiri tapi tetep saja harus sesuai dengan tata GMIT yang sudah ada. Terus dalam 
gereja keputusan-keputusan harus diambil bersama karena tidak ada jabatan yang lebih tinggi, 
misalnya saja saya memang betul pendeta tapi saya jabatannya tidak lebih tinggi dari majelis 
ko penatua ko atau guru sekolah minggu. Semuanya punya kedudukan sama jadi kita 
kekuasaan tertinggi itu ada pada tangan seluruh majelis jemaat dalam persidangan majelis 
jemaat. 
7. Apakah syarat utama menjadi seorang pemimpin dalam organsiasi GMIT Jemaat Pniel 
Oebobo? 
Syarat menjadi seorang pemimpin gereja yang paling penting itu adalah siap melayani Tuhan 
dengan kerendahan hati bukan Karena paksaan atau karena motif yang lainnya sebenarnya 
kalau kita mau memimpin gereja kita harus memikul salib. Itu syarat secara morilnya tetapi 
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syarat secara tertulisnya antara lain kita harus merupakan anggota jemaat tetap gereja, telah 
dibaptis dan telah mengikuti katekisasi dan di sidi, dan lain sebagainya. 
8. Bagaimana proses pemilihan pemimpin gereja dan jajarannya? 
Pertama itu calon-calon yang mau menjadi pelayan Tuhan mengajukan diri secara sukarela ke 
gereja untuk menjadi Anggota Majelis Jemaat, calon yang dianggap layak kemudian akan 
dilaporkan ke anggota jemaat pada kebaiktian minggu itu seperti minta doa restu dari jemaat. 
Kalau ada jemaat yang tidak berkenan dengan calon maka mereka bisa kasi masukan ke gereja. 
Bila tidak ada maka Anggota Majelis Jemaat akan dipilih dalam Persidangan Jemaat dan 
ditahbiskan dalam kebaktian Perhadapan Majelis Jemaat. Biasanya pemilihan majelis tiap 4 
tahun sekali di kita punya gereja.  
9. Apakah ada evaluasi kinerja bagi para pekerja dalam organisasi gereja? 
Evaluasi biasa secara resmi dilakukan dalam rapat triwulan jadi satu tahun 3 kali. Biasa bulan 
maret, Juli dengan November dalam Persidangan Majelis Jemaat, nah dalam sidang itu biasa 
kita evaluasi semua kegiatan atau program-program yang adda. Kalau evalusasi sehari-hari 
biasa kita adakan rapat tiap hari selasa untuk bahas evaluasi minggu kemarin. Biasa jug aada 
evaluasi dari BPPPJ bulan juli dengan desember nanti mereka turun untuk periksa gereja secara 
keseluruhan mau dia punya laporankeuangan, dia punya program-program. Pokoknya mereka 
evaluasi semua.  
10. Kegiatan apa sajakah yang dilakukan gereja terkait pembangunan budaya dalam gereja? 
Kita tahun ini buat retret dengan KKR. Retret kita buat khusus untuk pemuda di Oebelo kalau 
KKR kita buat di lapangan gereja untuk semua warga jemaat maupun sekitarnya. 
11. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh gereja sebagai bentuk dari kepedulian gereja terhadap 
jemaat dan masyarakat luas? 
Tahun ini kita buat operasi katarak gratis bagi anggota jemaat dan masyarakat luas kita kerja 
sama dengan dr yang ada di kota kupang terus juga kita datangkan dokter dari korea untuk 
perawatan kulit.  Tahun ini juga kita ada program baru yaitu bedah rumah jemaat yang 
dilaksanakan tepat saat ulang tahu gereja. kita akan mendatangi rumah anggota jemaat yang 
dianggap kurang layak untuk ditiggali dan melakukan bedah rumah. Hal ini kita lakukan 
karena masih banyak anggota jemaat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak misalnya 




12. Apakah gereja memiliki dewan pengawas? 
Iya, dewan pengawas yang gereja punya BP3J, mereka biasa evaluasi semua operasional dan 
anggaran gereja setiap 6 bulan sekali biasa bulan juli dan desember mereka semua turun untuk 
evaluasi gereja terus nanti mereka buat laporan untuk kasi ke gereja dan sinode. Mereka juga 
biasa kasi masukan-masukan atau pertimbangan-pertimbangan ke gereja untuk perbaikan-
perbaikan kedepannya seperti apa. 
13. Pihak mana sajakah yang terlibat dalam pengawasan gereja? 
Pengawasan biasanya dari saya ketua majelis yang pantau semua MJH, kalau UPP begitu 
penanggung jawab atau koordinator yang pantau mereka langsung seperti apa kinerja mereka 
terus nanti mereka pertanggungjawabkan dalam Sidang Majelis Jemaat. Terus BP3J juga 
tanggung jawab nya untuk mengawasi kita. Tujuannya yaitu untuk lihat, kita sudah 
menjalankan gereja sesuai tata GMIT atau belum. 
 
Narasumber: Bendahara Majelis Jemaat Harian 
1. Bagaimanakah gereja menjaga transparansi, mengingat gereja tidak menerbitkan laporan 
keuangan seperti perusahaan gopublic? 
Kita tiap minggu lampirkan rekapan penerimaan dan pengeluaran selama satu minggu di warta 
jemaat supaya jemaat dapat lihat dan pantau dari mana saja gereja punya uang, dan besarnya 
berapa begitu juga mereka bisa cek untuk apa saja uang yang mereka kasi tu gereja gunakan 
untuk kepentingan apa saja seperti itu. kalau kita hitung persembahan pun selalu libatkan 
diaken supaya ada yang mengawasi, bukan kita tidak percaya dengan kolektan tapi itu salah 
satu cara kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan karena ini uang Tuhan Allah dan kita 
manusia hanya ditugaskan untuk kelola untuk nama Tuhan Allah jadi kita harus kelola dengan 
baik sebagai bentuk tanggung jawab kita dengan jemat yang sudah persembahkan ke gereja. 
 
2. Laporan apa saja yang diterbitkan oleh gereja kepada jemaat agar jemaat mengetahui kondisi 
gereja? 
Seperti yang saya bilang tadi kita terbitkan laporan penerimaan dan pengeluaran gereja setipa 
hari minggu. Selain itu juga kita ada terbitkan laporan keuangan LRAPBJ dan Laporan Arus 
Kas di bulan Juli dan Desember. Kita kasi sama-sama dengan warta jemaat dan liturgi 
kebaktian minggu.  
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3. Apakah laporan tersebut telah diterbitkan secara tepat waktu? 
Iya, tiap minggu pasti kita buat laporan penerimaan dan pengeluaran untuk nanti kita kasi ke 
kesekretariatan untuk nanti kasi masuk di warta Jemaat setiap hari minggu. Saya sudah buat 
laporan keuangan selama 6 tahun dan tidak pernah tidak buat satu kalipun. Pasti tiap minggu 
kita buat karena itu tanggung jawab kita ke Jemaat. 
4. Bagaimanakah proses laporan keuangan dibuat dan siapa yang berperan dalam pembuatan 
laporan keuangan tersebut? 
Kalau laporan keuangan biasa saya dengan staff saya yang biasa kita susun sama-sama. Jadi 
tiap hari mereka rekap semua penerimaan dan pengeluaran terus nanti mereka kasi ke say 
catatannya nanti saya yang buat laporan keuangan mingguan dari catatan mereka terus nanti 
mereka rekap catatan-catatan mingguan jadi bulanan terus saya buat laporan keuanganan 
bulanan nya seperti itu seterusnya. Nanti laporan keuangan kita tiap bulan kasi ke sinode untuk 
mereka lihat penerimaan kita berapa supaya mereka bisa hitung nanti kit  harus setor berapa 
untuk dana sentralisasi dengan pelayanan. Terus juga nantikita kasi ke BP3J untuk mereka 
evaluasi. 
5. Apakah gereja mengikuti standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan? Dan standar 
apakah yang digunakan dalam pembuatan laporan keuangan gereja? 
Kita pakai standar akuntansi yang ditetapkan dari sinode jadi sinode sudah buat standar yang 
sama untuk semua gereja-gereja dan kita ikut standar itu supaya semuamya sama dan membuat 
lebih mudah dalam perbandingan dan penilaian nanti. 
6. Apakah persembahan dan dana gereja dikelola dengan aman sebelum disetorkan oleh 
bendahara? 
Iya itu pasti, kita selalu kelola dengan baik persembahan-persembahan yang masuk. Jadi kita 
selalu hitung kembali dengan teliti semua persembahan yang masuk ke kita dan juga kalau 
setor persembahan juga kita misalnya persembahan ibadah rumah tangga nah harus melalui 
otorisasi dulu dari ketua rayon baru nanti bisa setor ke saya kalau tidakbisa kasi ke ketua rayon 
baru nanti ketua ratyon kasi langsung ke saya. Nah seperti kolekte juga yang sudah opa 
ceritakan tadi.  
7. Bagaimana proses penyusunan budget dalam organisasi gereja? Dan Siapa saja yang berperan 
dalam penyusunan budget? 
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Kalau buat anggaran nanti saya buat dulu menurut anggaran tahun lalu, nah biasa ada ketentuan 
misalnya anggaran naik atau turun sekian persen. Kalau ini tahun, anggaran naik 10% dari 
tahun sebelumnbya jadi saya berdasarkan tahun 2016 terus saya naikan menjadi 10%. Abis itu 
kita MJ buat Persidangan Majelis Jemaat untuk bahas anggaran, kalau mereka setuju berarti  
langsung kita sahkan, kalau tidak berarti kita akan bahas lagi terus saya buat lagi dengan 
pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, kalau sudah setuju maka kita sidang lagi untuk 
sahkan, yang berwenang itu saya dengan mama ketua majelis. 
8. Bagaimana peran higher organization dalam penyusunan budget? 
Higher organization disini mungkin sinode dan BP3J. kalau sinode tidak terlalu intervensi kita 
punya anggaran begitu pula BP3J. jadi semua diserahkanke kita majelis Jemaat nanti kita 
Majelis Jemaat yang sama-sama tentukan anggarannya seperti apa. Nanti mereka cuman 
mengawasi dan mengevaluasi saja. 
9. Bagaimana pengendalian internal terhadap budget? 
Kalau budget yang sudah dibuat itu nanti kita evaluasi  dalam sidang triwulan. Sudah berapa 
persen yang terealisasi dan sisanya berapa. Itu kalau budgeting yang gereja secara keseluruhan 
tapi kalau misalkan budgeting panitia begitu kita biasanya wajibkan mereka utuk buat LPJ 
yang berisi semua rincian pemdapatan dan pengeluaran mereka. Semua harus detile sampai 
dengan bukti buktinya semua terus harus rinci seperti misalnya beli makan berapa kotak satu 
kotak harga berapa pokoknya harus rinci semua. 
 
Narasumber: Sekretaris Majelis Jemaat Harian 
1. Apakah gereja telah memiliki peraturan atau kebijakan untuk menjamin operasi gereja berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan?  
Iya, kita gereja sudah punya aturan sendiri yang telah kita dokumentasikan dalam buku 
Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan MJPO kita sebut buku biru. Didalam buku itu semua aturan 
mengenai operasional gereja sampai keuangan gereja sudah diatur. Muali dari tugas pendeta, 
penatua, diaken, pengajar harus seperti apa, pelaksanaan ibadah harus seperti apa, kalau mau 
cairkan dana seperti apa. Jadi buku itu yang menjadi pedoman kita dalam melaksnakan semua 
aktivitas kita, jika kita mau buat apa-apa harus mengacu pada buku biru jadi buku biru itu 
sebagai alat control dan dasar evaluasi semua kegiatan gereja.  
2. Apakah laporan tersebut telah diterbitkan secara tepat waktu? 
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Iya, setiap hari minggu kita selalu terbitkan laporan keuangan kepada jemaat melalui warta 
jemaat. Biasanya saya terima laporan dari bapa bendahara terus saya kasi masuk ke warta 
jemaat baik persembahan, perpuluhan nazar, pengeluaran, semua-semuanya kita  kasi masuk 
di warta jemaat terus kita cetak biasa setiap minggu 500 lembar kita cetak. Kalau LRAPBJ 
dengan Laporan Arus Kas kita biasa terbitkan terpisah dari warta jemaat tapi tetap kita bagi 
juga ke jemaat setiap 6 bulan sekali sama-sama dnegan warta jemaat di kebaktian hari minggu. 
Narasumber:  Penatua 
6. Apakah persembahan dan dana gereja dikelola dengan aman sebelum disetorkan oleh 
bendahara?  
Semua persembahan kita kelola dengan baik. Jadi saya sebagai penatua tugas salah satunya 
yaitu mengelola keungan jemaat Karen saya merupakan perpanjangan tangan dari jemaat jadi 
saya bantu jemaat kelola persembahan mereka. setiap minggu kita penatua dari masing-masing 
rayon yang bertugas mengawasi perhitungan kolekte oleh kolektan yang bertugas baru nanti 
dicatat dan disetor ke bapa bendahara. Jadi kita penatua sudah melakukan tanggungujawab kita 
kepada jemaat untuk mengelola uang persembahan mereka. 
7. Apakah gereja telah memiliki peraturan atau kebijakan untuk menjamin operasi gereja berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan?  
Iya, jadi semua tugas-tugas kita sudah ditentukan secara rinci kita penatua harus buat apa, 
diaken buat apa, pendeta buat apa, pengajar apa. Semua ada di buku biru. Kita kalau mau buat 
apa-apa harus sesuai itu buku kecil tidak boleh keluar dari situ 
 
Narasumber:  Diaken 
5. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh gereja sebagai bentuk dari kepedulian gereja terhadap 
jemaat dan masyarakat luas? 
Ohhh, kalau kita tahun ini cukup banyak kegiatan besar, ada pengobatan katarak terbuka umum 
utnuk semua masyarakat, terus pengobatan kulit juga begitu kita ada dokter dari korea. Terus 
kita ada uang peti untuk keluarga majelis jemaat yang ditinggalkan dan yang paling baru itu 
program bedah rumah jemaat itu kita nanti datang ke rumah-rumah jemaat yang kurang layak 
terus kita sam-sama bantu membangun sampai layak. Jadi tiap tahun rencananya kita akan 
bangun satu rumah jemaat. 
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6. Apakah gereja telah memiliki peraturan atau kebijakan untuk menjamin operasi gereja berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan?  
Tentu saja, gereja punya buku biru itu pedoman semua kita punya kegiatan dan tugas-tugas. 
Itu mirip dengan tata GMIT karena memang dasarnya tata GMIT. Biasa kit asebut buku biru 
itu buku sakti kita untuk jalankan kita punya tugas-tugas. 
 
Narasumber:  Anggota jemaat lingkungan 8 
1. Laporan apa saja yang diterbitkan oleh gereja kepada jemaat agar jemaat mengetahui kondisi 
gereja? 
Biasa tiap minngu kita lihat di warta jemaat tu ada rincian penerimaan dengan pengeluaran 
gereja. Kolekte kabaktian pertama berapa, kedua berapa terus minggu itu belanja atau bayar 
apa-apa saja terus selain itu juga nanti biasa akhir juli dengan akhir desember itu ada dua 
laporan tambahan lagi yang gerej abagi sama-sam dengan warta jemaat da liturgi. Biasa taruh 
di meja masing-masing pintu masuk. 
2. Apakah laporan tersebut telah diterbitkan secara tepat waktu? 
Iya, tiap minggu kita selalu dapat warta jemaat yang isi itu laporan-laporan berisi perpuluhan, 
kolekte kebaktian minggu lalu, belanja-belanja gereja dan lain sebagainya. Kecuali kita datang 
terlambat berarti kita tidak kebagian jadi tidak bisa baca, tapi tiap minggu selalu ada laporan 
itu saya lihat, kalau saya datang terlambat saya biasa pinjam warta anggota jemaat yang lain 
punya untuk baca-baca. 
7. Kegiatan apa sajakah yang dilakukan gereja terkait pembangunan budaya dalam gereja? 
Ini tahun pemuda ada retret di oebelo, semua pemuda dari masing-masing lingkungan 
diikutsertakan terus jug ada KKR di halaman depan gereja situ, semua orang bisa ikut itu KKR 
bukan Cuma kita punya anggota gereja saja. 
8. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh gereja sebagai bentuk dari kepedulian gereja terhadap 
jemaat dan masyarakat luas? 
Ini tahun gereja pengobatan katarak, kulit. Rame sekali karena gereja undang semua 
masyarakat bukan hanya kita punya jemaat saja. Terus juga yang nanti bilangnya gereja mau 
buat itu bedah rumah jemaat nanti pas ulang tahun gereja kita buat. 
 
